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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  

NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN 
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN 
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Ketenagakerjaan, perlu mencabut Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian 
Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di 

Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator 
Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan; 
 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang 

Undang Nomor 39 Tahun 20O8 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360); 

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 

2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 1038); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  

  NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG URAIAN FUNGSI 

ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN 
TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. 
 

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan 
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 472), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Januari 2026 

 
MENTERI KETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

                   ttd. 
 

                YASSIERLI 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Januari 2026 
 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 

 
DHAHANA PUTRA 
 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 33 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum, 
 
 

 
Reni Mursidayanti 
NIP 19720603 199903 2 001 
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